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BUPATI BALANGAN 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

PERATURAN BUPATI BALANGAN 

NOMOR 69  TAHUN 2020 
 

TENTANG 

  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN  

NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 
PEMERINTAH DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BALANGAN, 
 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan ketentuan 

terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 
Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik 
Daerah, perlu mengubah Peraturan Bupati 

Balangan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kebijakan 
Akuntansi Pemerintah Daerah;  

 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Bupati Balangan Nomor 41 Tahun 2015  

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan 
Kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3265); 

 
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003  tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor  47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

 
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab 
Keuangan Negara  (Lembaran  Negara  Republik  
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679);  
 

5. Peraturan  Pemerintah  No  71  Tahun  2010  

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan  
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 5165); 

 
6. Peraturan Pemerintan Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5533); 
 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah; 

 
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 547); 

 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 

2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 164); 

 
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 

Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok  Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Balangan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55); 
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN 

KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN 
NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN 
AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH. 
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Pasal I 
 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 41 Tahun 2015 
tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah, sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 39 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 41 Tahun 2015 
tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten 
Balangan Tahun 2017 Nomor 39), diubah sebagai berikut :  

1. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Bagian C nomor 8 tentang Penyusutan 
di dalam Lampiran III Peraturan Bupati Balangan Nomor 41 Tahun 2015 

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah diubah sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

 
 

Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Balangan. 

 
 

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal   

BUPATI BALANGAN, 

 
 ttd 
 

 
H. ANSHARUDDIN 

 
Diundangkan di Paringin   
pada tanggal   

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BALANGAN, 

 
 

ttd  

 
 
H. RUSKARIADI 

 
 

 
 
 

 
 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2020 NOMOR … 
 

 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
  

KABAG. HUKUM SETDA 
KABUPATEN BALANGAN 

 
H. M. IWAN SETIADY, SH 

NIP. 19780929 200501 1 009 
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LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI BALANGAN 

NOMOR 69  TAHUN 2020 
TENTANG 
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 41 

TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUTANSI PEMERINTAH DAERAH. 
 
 

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP 
 

C. PENGUKURAN ASET TETAP 

 
8. Penyusutan 

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap 
yang dapat disusutkan (depreciableassets) selama masa manfaat aset 

yang bersangkutan. 
 
Masa manfaat aset mengacu pada Peraturan Bupati mengenai 

Kodefikasi dan Masa Manfaat Barang Milik Daerah. 
 

Penyusutan aset dilakukan terhadap : 
a. Peralatan dan Mesin; 
b. Gedung dan Bangunan; 

c. Jalan, Irigasi dan Jaringan; 
d. Aset Tetap Lainnya yang berupa : 

i. Aset tetap dalam renovasi 

ii. Alat musik modern; 
e. Aset Lainnya yang berupa : 

i. Aset kemitraan dengan pihak ketiga 
ii. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah. 

 

Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit 
Aset Tetap tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Nilai residu 
adalah nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir Masa Manfaat. Nilai 

yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku semesteran dan 
tahunan. 

 
Dalam hal terjadi penyesuaian nilai Aset Tetap sebagai akibat 
penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap dan 

kesalahan dalam pencantuman kuantitas dan/atau nilai Aset Tetap, 
perubahan nilai Aset tetap diperhitungkan dalam nilai yang dapat 

disusutkan. Hasil penyesuaian terhadap Penyusutan Aset Tetap 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai penyesuaian pada 
Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Daerah dengan 

berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan. 
 
Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan 

dengan periodesasi semesteran. Nilai penyusutan untuk masing-
masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap 

dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. 
Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode garis lurus (straight 
linemethod). 
 
Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan dalam 

satuan mata uang rupiah dengan pembulatan hingga satuan rupiah 
terkecil. Penghitungan penyusutan Aset Tetap dilakukan pada Aset 
Tetap Intrakomptabel dan Aset Tetap Ekstrakomptabel. Hasil 
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penyusutan Aset Tetap Ekstrakomptabel tidak disajikan dalam 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

 
Penyajian dan pengungkapan hasil perhitungan penyusutan disajikan 
pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan standar 

akuntansi pemerintahan berbasis akrual, dalam bentuk akumulasi 
penyusutan aset tetap. Akumulasi penyusutan merupakan faktor 
pengurang atas nilai Aset Tetap yang disajikan dalam Neraca dan 

Laporan Barang Milik Daerah. 
 

 
 
 BUPATI BALANGAN, 

 
 
 ttd 

 
 

 H. ANSHARUDDIN 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
  

KABAG. HUKUM SETDA 
KABUPATEN BALANGAN 

 
H. M. IWAN SETIADY, SH 

NIP. 19780929 200501 1 009 


